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Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo
Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.
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1. Nama

Warga Negara

Alamat

2. Nama

Warga Negara

Alamat

; HANA HASANAH FADEL

; Indonesia

; Jalan Kalimantan No. 124 Kelurahan Dulalowo Timur,

Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

TONNYSJUNUS

Indonesia

Jalan Cut Nyak Dien RT 002 Kelurahan Heledulaa Utara,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Nomor
Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2017 dalam
hal Ini memberikan kuasa kepada ;

1. SIRRA PRAYUNA, SH 5. M.PILIPUS TARIGAN,SH
2. SANDI ESUUNGKIR, S.H, M.H. 6. TANDA PERDAMAIAN NASUTION,SH
3. I WAYAN SUDIRTA,SH

4. ISMAIL MELU, SH.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "TEAM Hj.
HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD DAN HI. TONNY S. YUNUS" yang
berkedudukan di Sekretariat Team Pemenangan, yang beralamat di Jalan Jenderal
Ahmad Yani No. 83 Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara
sendiri-sendir" maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai "Penerima
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggand Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PEMOHON terlebih dahulu
menyampaikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut;
a. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "^Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadiii pada tingicat pertama dan teraichir
yang putusannya i^ersifat finai untulc menguji Undang^undang
teriiadap UUD, memutusican sengiceta icewenangan iembaga negara
yang icewenangannya diberiican oleii UUD, memutusican pembubaran
partaipoiitiic dan memutusperseiisihan iiasiipemiiu.

b. Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:
"Keicuasaan icehaiciman merupaican iceicuasaan yang merdeica untuic
menyeienggaraican peradiian guna menegaidcan huicum dan
iceadiian." Sedangkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945
menyatakan: ^^Keicuasaan icehaiciman diiaicuican oieh sebuah Mai^icamah
Agung dan i>adan peradiian yang di bawahnya dan oieh sebuah
Mahicamah Konstitusi"

c. Untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka sangat perlu pemilu kada dilangsungkan secara demokratis,
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL), diharapkan
untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari
rakyat, berkualitas dan mempunyai akuntabilitas, sesuai dengan amanat Pasal
22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: ''Pemiiihan umum
diiaicsanaican secara iangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adii
setiap iima tahun seicaii.

2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) a quo, Mahkamah
Konstitusi yang menurut kewenangannya adalah sebagai Penafsir Konstitusi,
Penjaga Konstitusi dan sebagai Penegak demokrasi, tidak dapat mendistribusikan
kepada seluruh Warga Negara Indonesia khususnya bagi warga negara yang
mengikuti Pemilu Kada. Sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat
(5) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyebutkan: "Untuic menegaicican dan
meiindungi haicasasimanusia sesuaidengan prinsip negara huicumyang
demoicratis, maica peiaicsanaan haic asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangican daiam peraturan perundangan-undangan."

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 telah
memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional
sebagai berikut:

1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oieh UUD 1945;
2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oieh Pemohon telah

dirugikan oieh suatu undang-undang yang diuji; y
3) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud berslfat spesifik/



(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut

kerugian konstitusional yang didaWkan tidak akan atau tidak lagi tenad.
4. Bahwa terdapat dalam Mahkamah Konstitusi No : 123/PHP.BUP-XIV/2016

menyatakan,

^7fi Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosia! pada intinya
merupakan konstruksi ide yang hendak diwuiudkan
Untuk menjamin dicapainya ide hendak dmujudka^^^
dibutuhkan tidak hanya ketersedman hukum
atau aturan, melainkan juga adanya jamman atas
kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum atau dengan kata

yang baik. Teiah menjadipengetahuan umum efektifdan he^sil
Snya penegakan hukum tergantung padabga ^
hukum, yakni (i) struktur hukum (iegai structur), (n) substinsi
hukum (legalsubstance) dan (Hi) budaya hukum (legal

T57 Bahwa struktur hukum (legal structure) terdin atas lembaga
hukum yang dimaksudkan untuk menjaiankan P^""Skat hukum
vana ada. Dalam UU Pemilihan Gubemur, Bupati dan Wahkota,
struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsmya
bersentuhan langsung dengan pranata ZZm^r
atau oerseiisihan dalam penylenggaraan pem/hhan gubernu^
bupati dan waiikota pada semua tahapan
K^isi Pemiiihan Umum, Badan ''̂ "^awas Pemdu, Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
Neaara Keiaksaan, Kepoiisian, Badan Peradilan Khusus,
Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya sebagaimana diatur
dalam undang-undang a quo. Berkenaan dengan
(legal substance), UU Pemilihan Gubemur, Bupati
menyediakan seperangkat norma pengaturan ^^"Senai
baghmana mekanisme, proses, taha^n dan
kamoanve, pemungutan dan perhitungan suara dan lam lain
dalam pemiiihan gubemur, Bupati dan Waiikota.
budaya hukum (legal culture) berkait f
oenveienggara negara maupun masyarakat, te^adap s^m
Tukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan
kuaiitas substansi hukum yang dibuat tanpa dengan b^aya
hukum manusia-manusia didalam si^^ hukum tersebut,
penegakan hukum tidakakan berjaian efekbf.
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5. Bahwa harapan Mahkamah Konstitusi supaya KPU RI, KPU/KIP
Provinsi/Kabupaten/Kota, BAWASLU RI/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota serta
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara,
Kepolisian RI sebagai struktur hukum dapat menjalankan dengan baik
kewenangan yang diberikan oleh UU ternyata tidak bertlndak NETRAL dan justru
BERPIHAK kepada Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, i*1.AP dan Dr. Drs. H.
Idris Rahim, MM.

Ada banyak Laporan dan Pengaduan yang dilakukan oleh PEMOHON
kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Gorontalo/TERMOHON,
Bawaslu Provinsi yang diputus tidak sesuai dengan kewenangan UU
dengan cara iierpihak kepada Pasangan Calon Petahana Drs. H. Rusli
Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasii pemilihan
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan
peradilan khusus;

7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan
suara tahap akhir hasll pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Gorontalo.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan
perolehan suara tahap akhir hasii pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

II. KEOUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasii
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara /
dalam Perkara Perselisihan Hasii Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ^
menyatakan;
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Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah ;
a. Pemohon

b. Termohon

c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)
(1)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor:
14/Kpts/KPU.Prov-027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi GorontaloTahun 2017 bertanggal
24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor:
15/Kpts/KPU.Prov-027/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta
Pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur di Provinsi Gorontalo Tahun 2017,
dengan Nomor Urut 1;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK
1/2016 sebagaimana telah dlubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan
permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagal
berlkut.

No Jumlah Penduduk Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan

Penetapan Perolehan Surat HastI Pemilihan
oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1, < 2.000.000 2%

2. > 2.000.000 - 6.000.000 1,5%

3. > 6.000.000 -12.000.000 1%

4. > 12.000.000 0,5%

e. Bahwa Pemohon sebagal pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur di Provinsi

* ft



Gorontalo dengan jumlah penduduk 1.097 990 jiwa, sehingga perbedaan
perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak
adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara
tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh
KPU Provinsi adalah sebesar 643.839 suara, sehingga perbedaan perolehan
suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah
paling banyak 2 % x 643.839 suara sah = 12.877 suara.

g. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 166.430 suara, sedangkan pasangan
calon peraih suara terbanyak 326.131 suara. Sehingga selisih perolehan suara
antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih
sejumlah 159.701 suara atau 12,4 % suara;

h. Bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (1) UU
10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan
PMK 1/2017 Karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya
untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal
ini pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016
juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK
1/2017 telah memberikan dampak negatif berupa pelindungan kepada kontestasi
yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu
dan/ateu pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan
calon nomor urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan teaingkap
jlka pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan
PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU
10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan
PMK 1/2017;

I. Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan
suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dihasilkan dengan kecurangan yang
melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik
yang diiakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan/atau Penyelenggara
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017;

j. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harus nya #
dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILXADA di Mahkamah^



Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
padang "PROF. SALDIISRA", yang mengatakan:

"sejak semufa, saya termaksuk orang yang mendorong adanya
pembatssan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan
sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan
untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan cabn yang merasa di
curangi secara total memiHhJalur ke MK. Art'nya, ambang batas masih dapat
diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses)
sepanjang penfjohon mampu menunjukan bukU-bukti yang sangat kuat teiah
terjadipeianggaran yang bersifat TSM".

Bahwa adapun yang dimaksudsebagaipeianggaran yang bersifat TS!^ adaiah
sebagai berikut, yaitu Terstruktur, peianggaran teiah di rencanakan secara
berjenjang. SIstematis, peianggaran diiakukan dengan perencanaan yang
matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Masif, peianggaran
diiakukan secara kompreiiensif di wiiayati iuas. Ihwai peianggaran yang
bersifat TSi^, di daiam beberapa putusan MK meniiai nya sebagai
peianggaran yang meiibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara
matang, dan meiibatkan pejabat serta penyeienggara pemiiu secara
berjenjang (misai nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desemiyer
2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggai 11 juni 2010).
Tentunya, pandangan ini memeriukan proses pembuktian yang
komperehensifsemt)ari meiihat dampak yangdi b'mbuikan.

Sebagaimana teiah diterima daiam beberapa putusan, karena posisi dan
sifatnya set)agaiperadiian konstitusi, MK taktx)ieh membiarkan aturan-aturan
keadiian prosedurai (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan
keadiian subtansif(subtansifjustice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana
teiah di uraikan nyata mervpakan peianggaran konstitusi^ terutama pasai 18
Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan piikada diiaksanakan secara
demokrabs, dan tidak meianggar asas-asas pemiiu yang bersiiat iangsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adii sebagaimana yang di tentukan daiam
pasai22Eayat (1) UUD 1945.

Daiam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan
keadiian yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun
boieh di untungkan oieh penyimpangan dan peianggaran yang diiakukannya^



sendiri dan Udak seorang pun boteh dirugikan oleh penyimpangan dan
pelanggaran yang d'Hakukan oleh orang fain'' (nuUus/nemo commodum
capere potest de injuria sua propria). Dengan demtkian, apabifa difetakan
dalam konteks pHkada, tidak satupun pasangan cabn yang bofeh di
untungkan dalam perolehan suara akJbat adanya pelanggaran konsb'tus! dan
prinsip keadllan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-
pn'nslp tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak
pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.
.... dalam hal bHamana, penydenggaraan pHkada telah terjadi banyak
pelanggaran seirus, balk pelanggaran administrasi maupun pelanggaran
pidana, yang bersifat terstruktur,sistematis, dan masif yang merusak sendh
sendi pemlllhan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adH (asas lut^r
dan jurdU') yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang
mempengaruhi hasH pHkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK
harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifyt JSM tersebut Namun
demikian, apabUa dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas
diperiakukan secara ketat

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan
pendahuiuan, ruang menghidupkan terobosan yang teiah dilakukan MK daiam
memehksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat
TSM tetap bisa dipertahankan.

MKpernah memutuskan bahwa dalam mengawalkonstitusi, mk tak dapat
membiarkan dirinya dipasung oleh keadiian prosedurai (proceduraljustice)
semata-mata, meiainkanjuga harus mewujudkan keadllan subtansiai.

Apaiagi, sebelum nya meiaiui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait
perseiisihan hasH pemiiukada jawa tlmur, MK juga pemah
mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas
keadllan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam peiaksanaan peradHan,
MK tidak dapat di pasung hanya oieh bunyi undang-undang meiainkan juga
harus menggaii rasa keadiian dengan tetap berpedoman pada makna
subtansif undang-undang itu sendin. Jika konsisten dengan pertimbangan
tersebut, ruang menabrakambang batas tentu terbuka iebar.

k. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah
banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya, yaitu \



Penetapan Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H.
Idris Rahim, MM, Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan

Dambea sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubemur dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsl Gorontalo tahun 2017 sangat

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, BupatI, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undangdan terakhir kali diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubemur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

I, Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-mang

untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalul mekanisme
pengadilan apabila timbul perseiisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal
158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016
sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan
itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon
yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari
dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan
terstruktur,sistematis, dan massif;

m. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyal
kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia,
seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(l) Undang - Undang Dasar 1945
menyebutkan: ^^Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradiian guna menegakkan hukum dan
keadUari'. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk
menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri
(justiabeHen), Lembaga peradiian, sebagai wadah bagi masyarakat pencari
keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk
kemudian diproses dan diputus melalul proses hukum yang adil (due process of
law)',

n. Bahwa TERMOHON diketahui juga melakukan pelangaran dengan cara^
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pembakaran terhadap 12.550 kertas suara sebelum dilakukan hari Pemungutan
suara tanpa kehadiran Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Gorontalo. Hal ini tentu saja bertentangan dengan transparansi dan
indenpendensi TERMOHON sebagai penyelenggara Pemilu yang harus jujur dan
profesional. Pembakaran kertas suara tersebut menimbulkan persepsi negatif
bagi PEMOHON dan masyarakat Provinsi Gorontalo.

0. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan
merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana
pengadilan ini dapat dibatasi oleli adanya ketentuan yang mengatur tentang
syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu
sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan
gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;

p. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum
pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumiah angka-
angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah
dan wakll kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke
Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pemah memiliki kewenangan
memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula
Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung
konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam
itu;

Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah
angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat
kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti
pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak
dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON
BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SEUSIH PEROLEHAN SUARA DENGAN
MENGHALALKAN SEGALA CARA.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan
begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat
menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan
pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU
menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner /
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Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan
(mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat
final dan mengikat).

q. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal
7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017
menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan
dl muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Banten, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan
hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah
Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden
dan Pemilu legisiatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-
angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan
gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

r. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7
ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017
menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan
konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945^5^^3/5 warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecuaHnya"
Pasal 28D ayat (1) UUD \^^S''Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perfindungan, dan kepastian hukum yang adi! serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum";

s. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perUndungan, dan kepastian
hukum yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas,
pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due
procces of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan
gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan
yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalul tahapan -
tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.Sehingga melalui mekanisme
pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan
tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

t. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D
ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun^
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materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang
berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang
berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana
pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh
hukum, Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang
menyebutkan; 7/5X: untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hatf nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakuisebagai pribadidi hadapan hukum dan hak untuk tidakdituntutatas dasar
hukum yang beriaku sumt adaiah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun".)

u. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016
juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK
1/2017 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, dimana
pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor
urut 1 (Satu) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten
tahun 2017 yang selisihnya melebihi 1 % (satu persen) dari perolehan suara
pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan peianggaran-pelanggaran
secara terstruktur, sistematis, dan massif;

V. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (1) UU
10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan
PMK 1/2017 tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi peianggaran-
pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang
menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah
nyata dan terbukti teijadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;

w. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus
perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil
penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan
mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhl hasil penghitungan
suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang
yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun
peianggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan
suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan
keadilan, dengan syarat peianggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara
terstnjktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai
dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran^
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serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan massif yang memsak sendi-sendi Pemilukada yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang
diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang
mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah daoat
memDertimbanokan dan menilai proses penvelenaaaraan Pemilukada

vana harus berlanasuna sesuai denaan asas "luber dan iurdil* (vide
Putusan Nomor 41/PHPU.C)-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK
No. 45/PHPU.{>IV/2008))

X. Bahwa Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah terpidana kasus mengadu secara
fitnah kepada pengusa yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana
putusan Mahkamah Agung RI No.348 K/PID/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang
dalam amar putusaanya menyatakan :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa
:Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor:
65/PID/2015/PT.GTO tanggal 24 November 2015 yang memperbaiki
Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.GTO
tanggal 19 Oktober 2015/ sekedar mengenai lamanya pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai
berikut:

MENGADIU

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli, telah
terbukti secara sab dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana " Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa" sebagaimana
dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Rusli Habibie,
M.APalias Rusli oleh karena itu dengan pidama penjara selama 1
(satu) tahun;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jikalau
kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain
disebabkan karena Terpidana melalukan suatu tindak pidana
sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;

y. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
PenggantI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, V
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan : ^
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Pasal 7 ayat (2) huruf g

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Wallkota dan Calon Wakil Walikota sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi
mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana;

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 ;

(1)Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian
kelengkapan dokumen persyaratan.

(2)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
sendiri, sebagai buktl pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf
0, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;

b, surat keterangan:

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau
bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional
dengan disertai buktinya, sebagai buktl pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan :

Yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah
tidak ada hubungan balk teknis (pidana) maupun administratif dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan
terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

z. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 beserta
penjelasannya status Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana^
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yang masih menjalani hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun, maka yang
bersangkutan belum dapat dikatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo Nomor ; 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Gorontalo Tahun

2017 tertanggal 24 Oktober 2016 yang didalamnya telah menetapkan Pasangan
Calon Drs. H.Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM sebagai Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur

Provinsi Gorontalo Tahun 2017 padahal Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini
statusnya sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman.

aa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor:
07/Kpt5/KPU-Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.

Bahwa sebelum Mahkmah Konstitusi memutus pokok perkara sesuai dengan pasal 158
ayat (1) dan ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana
telah diubah dengan PMK 1/2017 maka mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi
sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dapat memeriksa dan menjatuhkan
PUTUSAN SELA terhadap pelanggaran dan kecurangan yang diiakukan oleh
TERMOHON dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2007 tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

111. TENGGANG WAiaU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1)
PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada
pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara
hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsl/Kabupaten/Kota.

b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26^
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c.

d.

Februari 2017 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017
pukul 11:55 WITENG atau pukul 10:55 WIB.
Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017 adalah:
hari Senin tanggal 27 Febnjari 2017, hari Selasa tanggal 28 Febnjari 2017 dan
hari Rabu tanggal 29 Februari 2017.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan
Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,
perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1 HANA HASANAH FADEL DAN

H.T0NNYS3UNUS

166.430 Suara

2 Drs. H. RUSLI HABIBIE,

M.AP DAN

DR. Drs. H. IDRIS RAHIM,

MM,

326.131 Suara

3 H. ZAINUDDIN HASAN DAN

H. ADHAN DAMBEA

151.278 Suara

Total Suara Sah 643.839 Suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan
perolehan suara sebanyak 166.430 Suara.

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang berslfat
Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 yang dilakukan oleh
Termohon dan Pihak Terkait dengan uraian sebagaimana berikut:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-

Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah menetapkan Pasangan Calon Drs.

H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM, Pasangan Calon H.^
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Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea/ Pasangan Caion Hana Hasanah Fadel

dan Tonny S Junus sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017.

Bahwa penetapan Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H.

Idris Rahim, MM, Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 sangat bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undangdan

terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota l^enjadi Undang-Undang.

IV.A Terhadap Penetapan Pasangan Caion Drs. H.Rusli Habibie, M.AP dan

DR. Drs. H. Idris Rahim, MM tidalc memenuiii persyaratan sebagai

Calon Gubernur dan Walcil Gui>ernur dalam Pemilihan Gubernur dan

Walcil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Bahwa Drs. Rusli Habibie, i^.AP saat ini adalah terpidana kasus mengadu secara fitnah

kepada pengusa yang teiah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan

Mahkamah Agung RI No.348 K/PID/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dalam amar

putusaanya menyatakan:

Menolak Permohonan Kasasi darl Pemohon Kasasi/Terdakwa :Drs- Rusli ^
Habibie, M.AP alias Rusli tersebut;
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Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :

65/PID/2015/PT.GTO tanggal 24 November 2015 yang memperbaiki Putusan

Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.GrO tanggal 19 Oktober 2015,

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar

selengkapnya sebagal berlkut:

MENGADIU

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli, telah terbuktl

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengadu Secara

Fitnah Kepada Penguasa" sebagalmana dalam Dakwaan Prlmalr;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.APalias Rusli

oleh karena itu dengan pidama penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuall jlkalau kemudlan hari

ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpldana

melalukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemillhan Gubemur, Bupatl,

Dan Walikota MenjadI Undang-Undang, menyatakan :

Pasai 7 avat (2) huruf g

(2) Galon Gubernur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,

serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berlkut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan^
mantan terpidana;
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Pasal 45 avat f 11 dan avat (2^ huruf a, huruf b anqka 2

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon

Wakil Walikota disertai dengan penyampaian keiengkapan dokumen persyaratan,

(2)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oieh calon sendirl,

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, hunjf q, huruf

s, huruf t, dan huruf u;

b. surat keterangan:

tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan

terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media

massa lokal atau nasional dengan disertai buktlnya, sebagai bukti

pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan ;

Yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah tidak ada

hubungan balk teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan

seksual terhadap anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 beserta penjelasannya

status Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana yang masih menjalani

hukuman percobaan selama 1(satu) tahun, maka yang bersangkutan belum dapat^
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dikatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dtmaksud dalam pasal 7 ayat (2)

hurufgUU 10/2016.

Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Guljernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24

Oktober 2016 yang didalamnya telah menetapkan Pasangan Calon Drs. H.Rusli Habibie,

M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 padahal

Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini statusnya sebagai terpidana yang masih menjalani

hukuman.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, BupatI Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 4 ayat (1) huruf f, menyatakan;

f. tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengaditan
yang teiah memperoieh kekuatsn iiukum tetap, terpidana karena
keafpaan ringan (cuipa ievis), terpidana karena alasan poiitik,
terpidana vana tidak menialani oidana dalam oeniara

wajib secara terbuka dan Jujur mengemukakan kepada pubHk
bahwa yang bersangkutan sedang menjaiani pidana tidak di
dalam penjara;

Pasal 42 ayat (1) hunif i angka 3, menyatakan:

3. bagi Baka! Calon dengan status teroidana ysna tidak
meniaiani oidana dalam oeniara wajib menyerahkan:

a) surat dari pemimpin redaksi media massa foka! atau nasiona!
yang menerangkan bahwa Baka! Calon telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada pubHk sebagai terpidana^
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yang ti'dak menjafani pidana dafam penjara dengan disertai
buktinya;

b)salinan putusan pengadHan yang teiah berkekuatan hukum
tetap; dan

c) surat keterangan dan kejaksaan yang menerangkan bahwa
terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadHan yang te/ah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Termohon menggunakan ketentuan Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf f jo Pasal 42

ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Penjbahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota untuk menyatan Drs. Rusli Habibie, M.AP

memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Bahwa dalam point mengingat angka 3 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hat

tersebut sangat jelas bahwa seharusnya TERMOHON menggunakan ketentuan Pasal 7

ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2UU 10/2015

dalam menentukan persyaratan pencalonan Drs. Rusli Habibie, M.AP sebagai Calon

Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo

Tahun 2017 dan tidak semata mata mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4ayat (1)^
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huruf f jo Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencaionan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupad Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Watikota.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencaionan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota, dibuat berdasarkan HIERARKI (vide pasal 7 UU 12/2011) dan merupakan

PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI (vide pasal 8 UU

12/2011).

Bahwa ketentuan tentang syarat Pencaionan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota telah diatur secara

tegas dalam Undano-Undanq Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya pada:

pasal 7 ayat (2) huruf g:

'Wak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadifan yang telah
memperoieh kekuatan hukum tetap atau bag! mar)tan terpidana telah secara terbuka
danjujurmenggemukakan kepadapubhkbahwayang bersangkutan mantan terpidana''

pasal 45 ayat (2) huruf b:

"tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang tefah
memperoieh kekuatan hukum tetap dari Pengadiian Negeri yang wiiayah hukumnya
meiiputi tempfat tinggaicaionatau bagi mantan terpidana teiah secara terbukadan jujur
mengemukakan kepada pubiik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari
pemimpin redaksi media massa iokai atau nasionai dengan disertai buktinya, sebagai *
buktipemenuhan syarat caion sebagaimana dimaksud daiam Pasai 7hurufg'' ^
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Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang adalah pavuna hukum dan/atau sumber

hukum pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun

2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana termuat secara

teaas pada konsideran imenainaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Nomor 9 Tahun 2016;

Bahwa Peraturan Komisi Pemiiihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 merupakan

bagian dari hierarki DIBAWAH Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan
dibuat/undangkan sebagai PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

LEBIH TINGGI (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);

Bahwa karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 sebagai

penjabaran dan/atau aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi payung

hukum dan/atau sumber hukum pembentukannya;

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memuat frasa yang tegas tentang

syarat pencalonan adalah hanya untuk ORANG YANG TIDAK PERNAH DIPIDANA dan
MANTAN TERPIDANA dan pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang kepada

TERPIDANA yang sedang menjalankan sanksi pidananya dan/atau sedang dalam masa ^
pemidanaan;
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Berdasarkan tata urutan atau hierarki serta materi muatan, maka dapat ditelusurl

bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Taiiun 2016 adaiahperubahan ketiga atas Peraturan

KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencaionan pemilihan gubernur dan wakii Gubemur,

bupati dan wakil bupati, dan/atau Waiikota dan wakil wailkota, yang secara organik

pada konsiderannya ditegaskan secara hierarkis dibuat dan/atau mengacu pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiilhan Gubernur, Bupati dan Waiikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana teiah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan pada pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas:

A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majeiis Permusyawaratan Ralcyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintaii Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan hierarki

sebagaimana diatur daiam dalam pasai 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut Salah satu bentuk

penien^anaan sistem anak tanqaa hukum dalam peraturan perundana-undanaan aauo

adalah Peraturan KPU tidak boleh bertententanoan denoan Undano-undano vanq

menjadi dasar pembentukannva:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 42 ayat

(1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun ^
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2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gul^emur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, TIPAK SESUAl denaan HIERARKI dan

PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TTNGGL sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penjeiasannya, karena

bertentangan dengan hierarki dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (1)

dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016;

Bahwa seharusnya Termohon dalam menetapkan pasangan calon Gubemur dan Wakil

Gubemur Gorontalo yang berstatus sebagai terpidana atau mantan narapidana harus

mendasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) humf g jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat

(2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016.

Bahwa Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana yang masih menjalani

hukuman, maka yang bersangkutan belum dapat dikatakan sebagai mantan terpidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Oleh karenanya

berdasarkan ketentuanPasal7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf

a, huruf b angka 2 UU 10/2016Drs. Rusli Habibie, M.AP harus dinyatakan tidak

memenuhi syarat sebagai Calon Gubemur Gorontalo dalam Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubemur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Bahwa dikarenakan Drs. Rusli Habibie, M.AP dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai

Calon Gubemur Gorontalo dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi

Gorontalo Tahun 2017, maka pencalonan Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie,

M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 haruslah dibatalkan.

IV.B. Terhadap Penetapan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan

Dambea tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubemur dan ^
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Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur

Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan

bahwa salah satu syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan

Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah ""^berpendidikan

palingrendahsekolahlanjutan tingkatatas atau sederajat

Bahwa hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (1) huruf c

dan pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota atau Wakil Walikota, yang salah

satunya menyatakan bahwa Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpendidikan paling rendah

sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen

fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh

instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa syarat

berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat tersebut adalah syarat

mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap calon Gubernur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang apabila syarat

tersebut tidak dipenuhi, maka haruslah yang bersangkutan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

Bahwa bakal calon Wakil Gubemur atas nama H. Adhan Dambea untuk

pemenuhan syarat pendidlkan tersebut menyerahkan Legalisir Surat Keterangan^
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Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan SuratTanda Tamat Belajar (STTB)

SMA Nomor 16 OC oh P 00094 yang dikeluarkan di Manado tertanggal 1 April

1992, dimana proses dilegalisir SKYBS tersebut yang ditandatangani oleh Kepala

Seksi Pembelajaran dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan

Koordinasi Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara,

telah melanggar mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Bahwa terkait dengan Pengesahan SKYBS tersebut, Dinas Pendidikan Nasional

Provinsi Sulawesi Utara melalui suratnya Nomor 800/Diknas-01/1657/2016

tertanggal 19 Oktober 2016 perihal Pembatalan Pengesahan Fotocopi SKYBS-

STTB SMA an. Adham Dambea yang ditujukan kepada TERMOHON sudah sangat

jelas dan terang benderang menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur dalam

pengesahan SKYBS atas nama Adhan Dambea dan oleh karenanya Dinas

Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara membatalkan legalisir ijazah yang

pernah dikeluarkan oleh bawahannya, fakta tersebut semestinya dijadikan

sebagai rujukan oleh Termohon untuk menyatakan Adham Dambea tidak

memenuhi syarat pendidikan dalam pencalonannya.

Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 576/KPU/X/2016 Perihal Penjelasan
Syarat Calon Pilkada Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2016 yang ditujukan
kepada Termohon, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa dalam hal
terdapat keraguan dan/atau masukan masyarakat terhadap keabsahan
persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, berdasarkan pasal 52 ayat
(1) PKPU No 9 Tahun 2015, Termohon harus melakukan klarifikasi kepada
instansi berwenang.

Bahwa dikarenakan telah ada pengaduan dari Aliansi Masyarakat Penegak
Demokrasi Gorontalo berdasarkan suratnya Nomor ll/AMPD-GTLO/IX/2016
tanggal 10 Oktober 2016 terkait pengesahan SKYBS-STTB SMA atas nama Adhan
Dambea, dan Termohon juga telah melakukan klarifikasi kepada Dinas
Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, sudah semestinya hasil klarifikasi
dari tersebut dijadikan rujukan oleh Termohon dalam mengambil keputusan. ^
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Bahwa KPU RI dalam surat Nomor 576/KPU/X/2016 tersebut juga menegaskan

bahwa terkait dengan pengesahan SKYBS tersebut harus memperhatikan hasil
klarifikasi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, semestinya

Termohon sebagai bawahan dari KPU RI harus taat dan patuh atas arahan yang
disampaikan oleh atasannya.

Bahkan berdasarkan surat Termohon kepada KPU Pusat Nomor 1062/KPU-

Prov.027/ll/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016 perihal laporan pengaduan

masyarakat dan Surat Termohon Nomor 1141/KPU-Prov.27/ll/X/2016 tanggal

22 Oktober 2016 berupa fotocopi salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 510

K/TUN/2014 dan fakta hukum pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Gorontalo Tahun 2013 terkait pembatalan Pasangan Calon atas Nama H. Adhan

Dambea, S.Sos, MA dan Indrawanto Hasan, dimana berdasarkan surat termohon

diatas, termohon telah mengetahui secara pasti bahwa terkait masalah Surat

Keterangan Tamat SD atas nama Adhan Dambea telah ada suatu Putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dimana sengketa Tata Usaha

Negara Antara Adhan Dambea dengan Kepaia Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Gorontalo telah dimenangkan oleh Kepaia Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Gorontalo, dimana Surat keputusan Kepaia Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013

tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217 /II.16.4/Md-

1981 an. Adhan Dambea, adalah suatu tindakan yang benar dan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku, dan juga terkait Pembatalan Pencalonan Adhan

Dambea dalam Pemilihan Walikota Gorontalo 2013 adalah karena terkait

persoalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217 /II.16.4/Md-1981, sudah

semestinya Termohon menjadikan Keputusan yang pernah diterbitkan oleh

Penyelenggara Pemllu terkait masalah yang sama dan orang yang sama^
dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.
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Bahwa dengan adanya Putusan Mahkmah Agung Nomor 510 K/TUN/2014 yang

menolak Kasasi yang diajukan oleh Adhan Dambea, yang secara hukum dapat

diartikan bahwa sengketa Tats Usaha Negara Tersebut dimenangkan Oleh

kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, hal tersebut memiliki

implikasi hukum terhadap keabsahan Ijazah atau surat ketarangan pada jenjang

yang lebih tinggi, hal tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 17 ayat (1) dan

pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan

jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan

pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Dimana hal

tersebut juga telah ditegaskan oleh KPU RI selaku atasan termohon dalam

suratnya Nomor 1062/KPU-Prov.027/ll/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016.

Bahwa sesuai dengan ketentuan 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut,

dengan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat SD sebagaimana putusan

Mahkamah Agung, maka secara hukum Ijazah atau SKYBS untuk SMP maupun

SMA hanjslah dianggap tidak sah.

Bahwa disamping itu Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2016

melalui suratnya Nomor 220/K.GO/TU.00.01/X/2016 yang ditujukan kepada

Termohon, telah menyampaikan kepada Termohon terkait pengesahan SKYBS-

STTB SMA atas nama Adhan Dambea, namun Termohon tidak

mempertimbangkan surat Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, H. Adhan Dambea jelas tidak

memenuhi persyaratan pendidikan minimal untuk dapat ditetapkan sebagai

Galon Wakll Gubemur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat

(2) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ^
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Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waiikota

Menjadi Undang-Undang jo pasal 4 ayat (1) huruf c dan pasal 42 ayat (1) huruf r
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Waiikota atau Wakil Waiikota.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 banyak

melakukan pelanggaran administratif persyaratan pencalonan dalam Pemilu kada

Provinsi Gorontalo. Sedangkan PEMOHON dengan itikad baik sudah mengikuti

seluruh tahapan PEMILU KADA Provinsi GORONTALO, menurut hukum sangat

beralasan apabila PEMOHON ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang beritikad

baik. Oleh karena Itu demi keadilan yang substantif, apabila berkenaan

Mahkamah dapat juga menetapkan PEMOHON sebagai Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Gorontalo untuk Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Bahwa terkait dengan keinginan yang kuat dari Mahkamah, sebagaimana
terdapat dalam Putusan No : 123/PHP.BUP-XIV/2016 yang mengingkan
efektifitas struktur hukum (legal structure) pranata penyelesaian sengketa atau
perselisihan dalam penylenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan waiikota
pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata
Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah
Konstitusi dan lain TIDAK BERJALAN SESUAI DENGAN KEHENDAK UNDANG-
UNDANG. Dalam seluruh tahapan PEMILU KADA Provisi Gorontalo, PEMOHON
sudah membuat pengaduan dan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Gorontalo terkait Keputusan TERMOHON Nomor : 14/Kpts/KPU-
Prov.027/2016 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017.
(P-3)

2. Perkara Temuan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo tentang
Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Gubernur Gorontalo an. Drs. Rusli
Habibie, M.AP. (P-4)

3. Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 kepada /
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :
19/G/Pilkada/2016/PTTUN-MKS, tanggal 14-11-2016 (P-5).

4. Pengaduan atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
yang dilakukan oleh Kuasa PEMOHON dengan Register Pengaduan No.
14/VI-P/L-DKPP/2017, tanggal 20 Januari 2017 (P-6)

5. Pengaduan atau Laporan kepada Badan Pengawas Pemilu RI tertanggal
30 Januari 2017 (P-7)

Bahwa dikarenakan H. Adhan Dambea tidak memenuhi persyaratan sebagai

Calon Wakii Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Gorontalo Tahun 2017, maka pencalonan Pasangan Calon H. Zainuddin

Hasan dan H. Adhan Dambea dalam Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur

Provinsi Gorontalo Tahun 2017 haruslah dibatalkan.

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Menurut Pemohon Penetapan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gut)emur dan Wakil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 dikarenakan
Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H, Idris Rahim,
MM, dan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea tidak
memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Maka dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal

24 Oktober 2016 haruslah dibatalkan sepanjang mengenai Penetapan
Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR.Drs. H. Idris Rahim,
MM, dan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea.

V. PETUUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagalmana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2, Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 07/Kpts/KPU-

Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur /
GorontaloTahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017;
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3. Menyatakan dalam PUTUSAN SELA telah terbukti secara sah dan
menyakinkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh
TERMOHON, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo Nomor : 14/Kpt3/KPU-Prov.027/2007 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Gorontalo Tahun 2017 serta MELANJUTKAN untuk memeriksa dan
memutus pokok perkara.

4. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo
Tahun 2017 Nomor urut 2: Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP. dan DR. Drs. H.
IDRIS RAHIM, MM. dan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H.
Adhan Dambea sebagai Peserta dan/atau Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017.

5. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur Gorontalo tahun
2017 Nomor Urut 1 HANA HASANAH FADEL dan TONNY S JUNUS
sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terpilih
untuk masa jabatan Tahun 2017-20022

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

w
Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

S1RRAPRAYUNA,SH

1WAYAN^SUDIRTA,^

K
M.PILIPUS TARIGAN,SH

SANDI ESjnrUNGKIR, S.H, M.H.

rSM^ai MELU, SH.

TANDA PERDAMAIAN NASUnON,SH
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